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Atasi Kasus Gagal Bayar
Bentuk Lembaga

Penjamin

AMNGGOTA Komisi X1 DPR
M harmormad Mlisbakhoun menyo-
rott ban yakny a kasus gagal bavar
pada sektor asuransi. Hal 1ni
menunjukkan negsara gagal me-
rmenuwhi aomanat Uhndang -1 ndaan g
(LIl Nomor < Tahwun 20 14
tentan gz Perasuransiarn.

Misbakhun mengatakan.,
undan F-urndang tersebat maenga -
manatkan. penyelenggsaraan
prograim penjaminan polis
dibentuk paling lama tiga tabhuan
setaelah UL Perasuransian oi-
sahkan.

A rtinwva pada tabwuan 2017,
Lembagza Penjaminan Polis
(LPP) Asuransi seharusnya su-
dah rterbentuk payvung hukwoam-
nya melalui Undang-Undang ™"
L1 JER Ty il

Akan tetapi, hingga tahun
2022 boelum ada proscs politik
yvang menjadi indikasi ada-
nyva keinginan FPemerintah
untuk membentuk lembaga
perliindungan jamimnan poalis
ASUraArsi.

Oleh karena itu. DPR melaku-
kan inisiasi dengan mmeny asun
Rancangan LUndang-TUndang
(RULF) Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuvangan
atau dikenal P2SE .

RIJTLY wvang disusun meoelalui
melka misme errrrreidrie s ferve i alkkan
mengatur industr dan reguala-
tor keuangan scsuai dengan

Asuransi

perkembangman zaman sekaligus
memaenuhi amanat Undang -
UUndang Perasuransian.

Melalulr RULN P25SK. lem-
baga penjamin polis asuransi
ini menjadi sebuah Keniscayann
yamng haras scgora diseujudikan
di tengah masyarakat.,” tan-
dlaas iy a.

Misbakbhun bilang. LembagEa
Penjamin Simpanan (IL.LPS)
wang kini telah berjalan mwwenga-
min sektor perbankan dapat
diberikan tambabhan mandat
Barm, yaito penjaminan di scktor
ASUransi.

Sementara. payvung hukum
atas lembaga penjaminan poe-
lis asurans: juga harus meng-
atmr detail rentang modeael dain
spesifikasi perusahaan asuransi
seperti apa yvan g dapat diberikan
Pem]aminan.,

Dengan demikian, risiko
raral bayvar dapat dinkuar., ter-
masuk aturan peserta polis yvang
akan mendapatkan jaminan
tersebut.

“Melalu pengaturan lem-
baga penjamainan polis asuransi
pada RULY P25K. Pemerintah
dapat dirasakan kehadirannyva.
akni melaksanak an kewajiban
negara untuk melindoung: hak
masyvarakar pemegang polis.™
ucap anggota Badan Akuntalbi-
litas Keuangan MNegara ( BAJK N
IDPR ini. m TIF
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